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BLPATI BANYLMAL,
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

k Menimbang @ a. bahwa demgan telah  diterapkanmya Porawran
SATUAN PMOLISI PAMONG PRAJA

Pemerintah Nemor 32 Tahun 2004 tentang
KABUPATEN BANYLUMAS Pedomen Sutuan Polisi Pamong Praja , maka dalam
rangka penye lenggarazn ke rencraman dan keiertiban
umum perlu menetapkan Peraturan Daerih
Esmpsten Hampumss  tentang Pembentukan
Susunan Organisasi den Tata Kerju Saluan Polis
Pamong Praja Kabupaizn Banvumas.



Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang HAB 1
Fembentukan  Daerah-daerah Eabupaten dalam KETENTUAN UMUM
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Pasal 1
2. Undang-undang Nomor 327 Tahun 2004 lenlung
Femerimahan Daerah { Lernbaran Megara Tahun s -
2004 Nemor 125, Tambahan Lembarzn Mcgara Dralam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan :
Momor 4437) :
3. Peraturan Femermich No 16 Tahun 1994 iCnang l. Daerahadelah Daerah Kubupaicn Banyumas.
Jabatan Fungsional Pe awai Negeri Sipil | 2. Pemerimah Dasrah adalzh Pemerintahb Kabupaten Banyumas, .
Lembaran Negurs Tahun 1994 Nomor. 22, < adn i Bany
Tambahan Lembaran Negarz Momaor 3547) - 3. Bupatiadalah Bupari Banyainds.
4. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2003 tentang 4. Sekretaris Daerah aduleh Sckretaris Daerah  Kahupaien
Pedoman Organisasi Ferangkat Daerah { Lembaran Ramumas.
Negara ‘lahun 2003 Nomor 14, Tamhahan 5. Seman Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
L.emhﬂmnﬂeg&!‘af\’umnr*l%lfl: Kabupaizn Banyumas
5. Feraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 2004 ’ Lolaare iz .
tentang Pedoman Satuam Polisi Pamong Praja 6. Kepala Sauen adalah Kepala Satan Polisi Pamong Praja
ilembaran Negara Tahun 2004 Nomer 107, Kabupaten Banyumas.
Tambahan Lembaran Megare Nomor 4428). 7. Pelist Pamong Praja udalzsh aparaner Pemerintah Doerah yang
melaksanakan wgas Bupali dalam memelihare dan
Dengan perselujuan b meyelenggarakan ketentraman dan b'.r:tc.rtiban umem. menezakai
Peraturan Daemh dan Keposan Bupati.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH #.  Keteraraman dan ketertiban umum adalah custu keadzsan dinamis
KABUPATEN BANYLIMAS vang memungkinkan Pemerniah, Pemerintah Dacrah dan
dan i
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, wwrnh
BUPFATI BANYUMAS danteratur
9. Jabetan Fungsional adalah keduduban vang menuajukkan tugas,
MEMUTUSKAN: tangeumg jewab, wowenang dan hak seorang Pepawni Negeri
Sipil dalam Saman Organisasi yang dalem pelakssnzan gasnya
Menetapkian : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEENTUEAN didazarkan pada keablian dan atoo kstrampilan terientu serta
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIA SATUAN Bercilit randi
POLISI FAMONG PRAJA KABUFATEN BANYTUMAS
3 3




HAE I

PEMBENTUKAN

Pasal 2
[engan Pemiuran Dacrah ini dibenuk Sawan Polisi Famong Faraja
EAR III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGST
Pasal 3

Satuan Polisi Puoong Praja adalah unsur perangkar Pemerintah Daerah
dipimpin aleh seomang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupatimelalui Sckretaris Dacrah,

Pasal 4

(1} Saman Polisi Parong Praja mempunyai lugas pokok iemelihar dan
meyelengparakan ketentraman don ketertiban wrmum |, menegakan
Peraturan Decrah dan Peraturan Bupati,

{2} Unmuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam ayat

(1) Saman Polisi Pamong Praja memponymi fungsic

a.  Pemyusun Program dan pelaksanaan ketentramam dan kotertiban
umum, pene gakan Peraturan Daerah dan Peraniran Dupati,

b, Pelaksanaan kebijakan peielibaraan dan penyelengparaan
ketentraman dan ketertiban umum di Deegal;

o Pelaksaan kebijokan penegakan Peraturan Deenb dan Peraturn
Bupui

—"

i pelaksanaan  koordinasi pemeliharaan dan  penyelengaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan
Dracrah dan Peraturan Bupali dengan aparat Kepolisian Neoara,
Penyidik Peggwan Megeri Sipil (FPMNES) dan atae aparat [ainnya.

&, pengawasan terhadap mas;.-aﬁkﬂ apar mematuhi dan mentaat:
Permuran Dacrah dan Foraturan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal §
{17 Susunan organizasi Satwan Polisi Pamong Prajaserdini dar :
KepalaSaman;
Sub Bagian Tata Usaha ;
Seksi Operasi dan Penpawasan ;
Scksi Fembinaan Urmuom

Seks) Pemidikan dan Penindakem ;
Helompok Jabatan Fungsional,

o h TR

(1) Hagm susunan organisasi Ssoen Polisi Pamong Praja sebagaiman
tercantum pada Lampiran, mervpakan bagian tak ierpisahkan dari
Peruiuran Daeral imi,



BaR ¥
TATA KERJA
I'asal 6

Kepala Satuan  dalam melaksunakan mgasnyva berdasarkan kebijakan
wrmum yang ditetapkan oleh Bupari.

Piasal 7

Dialam melaksanakan tugasnys, Kzpula Satuan, Kgpala Bagian Tata Usaba,
pars Kepala Scksi dan Para Pejabat Fungsional pada Satsan Polisi Fauony,
Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikas secara vertikal dan horisental bhaik dalam lingkungan kerja
masing-masing maupun dengan  instansi lain sesuai dengan tugas

pokoknya,

Pasal 8

(1) Setiap pimpinen sstuan organisasi pada Satuan Polis: Pamong Praja
bertangauny jrwah memimpin dan mengkoordinasikan hawalennys
sertamemberikan | himbingan dun petunjuk pelaksanazntugasnya.

(2} Serap pimpinan salvan organizasi pada Saivan Polisi Pamong Prajz
harus mentaati periMzh/petunjuk atasan dan bertanggung jawab
kepada atasen masing-masing scria menyampaikan laporan berkala
tepat pada wakunva.

(3} Sctiap Laporan yang dflerima olch pimpinan saluan orgenisasi dari
hawalannye wejib diolah dan dipergunakan schagai bahan uniuk
penyvsunan laporan lebih lanjui dan unmk memberikan patunjuk
kepada bawahummva.

(4] Dalam meyampaikan laporan masing-masing kepada atasan 1embusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yane s=cam
fungsional memmmyai wbungan kerja.

3y Dalam meksksanakan wgas, setisp pimpinan saluan organisasi pada
Satvan Polisi Pamong Praja dibantu nleh sawan organisasi dibawabmya
dan dalam rangka pemberizn bimbingan kepada bawahanmya masing-
wasing wajib mengadakan rapat berkala,

Pasal %
Tugas pokok, fungsi, ursian wgas jphatan dan tata kzrja Kepala Soluan,

Sub Bagian Taia Usoha, Seksi dan Kelompak labatan Fungsional pada
Somen PFolisi Famong Praja akan diatur kebih lanjut dengan Peraturan

Bupati .
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1)

Peraturan Dagrah ind mula berlaku padu tanggal diundangkan.

Apar setiap orung, dapat mengerabuingg, memeriniahian pergundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatnnya dalam Lembaran Dasesh
Kabupaten Baryomas
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